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MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS

TENTANG
REKOMENDAS| HASIL PEMERIKSAAN

FAKTA HUKUM

lah Majelis Per Daerah Notaris Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan
dalam sidang Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru pada tanggal 29 September
2023 ditemukan fakta — fakta hukum sebagai berikiut :

REKOMENDASI
Dengan ini Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Pekanbaru kepada Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Prov. Riau yaitu :

Menyatakan : 1. bahwa MPD Kota Pekanbaru telah memanggil pelapor dan terlapor

dan memintakan keterangan kepada pelapor dan terlapor terkait
pemasalahan yang terdapat dalam surat.

2. Akta Nomor 1 tanggal 4 Mei 2020 terkait dengan perubahan nama
perkumpulan Organisasi Nias Utara Riau (ONUR) menjadi Orahua
Nias Nusantara (ONUR). Perubahan ini dilakukan karena nama
Organisasi Nias Utara Riau (ONUR) ditolak dalam pengajuan
Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena
itu Pengurus melakukan perubahan nama untuk keperluan
pengesahan nama perkumpulan  Ke Kementerian Hukum dan
HAM RI.

3. Dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan, Notaris telah menjalankan
tugas dan Fungsinya sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris, dimana para penghadap dalam Akta
Nomor 20 tanggal 31 Oktober 2020 telah sesuai dengan yang

AD/ART Organisasi.
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